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PENETAPAN
Nomor /Pdt.P/2018/PA-Lpk

3 ey R ¢
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa perkara permohonan
Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim
telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara yang
diajukan oleh;

Pemohon |, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
guru honor di SD Budi Setia, tempat tinggal di Kabupaten Deli
Serdang;
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
Pemohon II, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
PNS di MAN Pematang Siantar, tempat tinggal Kabupaten
Simalungun;
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I
Pemohon Ill, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten
Simalungun;
selanjutnya disebut sebagai Pemohon lll;
Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang
bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon-
Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti surat dan

mendengar keterangan saksi-saksi;
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DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan
Penetapan Ahli Waris tertanggal 07 Agustus 2018 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 06 September
2018 dengan Register Nomor /Pdt.P/2018/PA-Lpk, dalam permohonan mana
Pemohon-Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon Il dan Pemohon IIl adalah Istri sah,
ayah dan ibu kandung dari Alm. Nurhidayan Dinata bin Sapari;
2. Bahwa Pemohon | dengan Nurhidayan Dinata bin Sapari
menikah pada tanggal 16 Januari 2016 sesuai Kutipan Akta Nikah
Nomor: 75/75/1/2016 tertanggal 18-01-2016 yang dikeluarkan Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa Pemohon Il dan Pemohon IIl sebagai suami istri telah
telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

3.1Nurhidayan Dinata, laki-laki, umur 28 tahun (almarhum);

3.2Ridho Andhika bin Sapari, laki-laki, umur 26;

3.3Rina Triamita Safari binti Sapari, perempuan, umur 21;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Alm. Nurhidayan Dinata
bin Sapari (Suami Pemohon 1) tinggal di Jalan Paya Bakung Gg. lkhlas,
Dusun VI, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten
Deli Serdang (alamat Pemohon | di atas) dan selama pernikahan
Pemohon | dengan Alm. Nurhidayan Dinata bin Sapari tidak dikaruniai
keturunan (anak);
5. Bahwa Suami Pemohon | yang bernama Alm. Nurhidayan
Dinata bin Sapari telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember
2017 dalam keadaan islam dikarenakan sakit sesuai dengan sesuai
dengan surat keterangan kematian No. 474.3/2003/2017 tertanggal 27
Desember 2017 yang di keluarkan Kepala Desa Sumber Melati Diski,
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
6. Bahwa ibu kandung Alm. Nurhidayan Dinata bin Sapari yang
bernama Pemohon lll dan ayah kandung dari Alm. Nurhidayan Dinata
bin Sapari yang bernama Pemohon Il masih hidup, dengan demikian
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saat Alm. Nurhidayan Dinata bin Sapari meninggal dunia pada
tanggal 14 Desember 2017 hanya meninggalkan ahli waris yang sah
sebagai berikut:

6.1 Pemohon |, sebagai Isteri (Pemohon I);
6.2 Pemohon Il, sebagai ayah kandung (Pemohon Il);
6.3 Pemohon lll, sebagai ibu kandung, (Pemohon Iil);
7. Bahwa penetapan ahli waris ini di butuhkan untuk melengkapi

surat-surat ahli waris yang sah dalam rangka untuk pengambilan
Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Nurhidayan Dinata dari PT
Suryamadistrindo Kabanjahe serta untuk mengurus segala hak dan
kewajiban dari Alm. Nurhidayan Dinata bin Sapari;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan
diatas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Para Pemohon
serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai
berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan ahli waris dari Alm. Nurhidayan Dinata bin

Sapari yang sah adalah:

a. Pemohon I, sebagai Isteri (Pemohon I);
b. Pemohon Il, sebagai ayah kandung (Pemohon Il);
c. Pemohon lll, sebagai ibu kandung, (Pemohon 1l1);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa para Pemohon masing-masing telah hadir menghadap secara
in person di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para

Pemohon Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Lpk tanggal 07 Agustus 2018, yang pada
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pokok para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dengan
penjelasan dan penyempurnaan seperlunya olehnya masing-masing Pemohon
di persidangan yang selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita
acara persidangan perkara a quo ;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di
persidangan sebagai berikut:
A. Bukti Surat :
1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/75/1/2016 atas nama Nurhidayan
Dinata dan Dini Wahyu yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, setelah diperiksa oleh
Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan
dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh
Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga N0.1207232504160004 atas nama kepala
keluarga Nurhidayan Dinata yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan
Capil Kabupaten Deli Serdang tanggal 25 April 2016, setelah diperiksa oleh
Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan
dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh
Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.2;
3.Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/2003/2017 atas nama
Nurhidayan Dinata yang dikeluarkan Kepala Desa Sumber Melati Diski
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tanggal 27 Desember 2017,
setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos
dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai
dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Dini Wahyu tertanggal
14 Desember 2017 yang diketahui Kepala Desa Sumber Melati Diski
Kecamatan Sunggal tanggal 27 Desember 2018, setelah diperiksa oleh
Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan
dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh
Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.4;
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5. Foto kopi Surat Keterangan Ahi Waris Nomor 474/3/671/2018 yang
dikeluarkan Kepala Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal tanggal
15 Oktober 2018, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi
materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya,
ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis
ditandatangani lalu diberi tanda P.5;

6. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 320/1986 atas nama Safari dan
Ponisem yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Secanggang Kabupaten Langkat tanggal 16 Desember 1986, setelah
diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan
setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai
dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.6;
7. Foto kopi Kartu Keluarga N0.1208022604100006 atas nama kepala
keluarga Sapari yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, setelah diperiksa oleh Majelis
ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan
surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua
Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.7;

8. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/8463/Dis-1P/2001 atas
nama Nurhidayan Dinata yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Simalungun tanggal 10 September 2001, setelah diperiksa oleh
Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan
dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh
Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.8;

9. Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Kepala Desa
Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal tanggal 19 Oktober 2018, setelah
diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan
setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai
dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.9;
10. Foto kopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris Nomor
474.3/1700/2018 yang dikeluarkan Kepala Desa Sumber Melati Diski
Kecamatan Sunggal tanggal 19 Oktober 2018, setelah diperiksa oleh
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Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan
dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh
Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.10;
Bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan dua orang
saksi, masing-masing bernama :
1. umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal Jalan Tanjung Morawa gang Resmi Desa Bangun
Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, di bawah
sumpahnya menerangkan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | bernama Dini Wahyu,
Pemohon II Sapari dan Pemohon Il adalah Ponisem, karena Pemohon
[ll adalah adik kandung saksi, Pemohon Il adalah suami dari Pemohon
[l dan Pemohon | adalah menantu dari Pemohon Il dan Pemohon Ii;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon | bernama
Nurhidayan Dinata yang merupakan anak kandung dari Pemohon Il dan
[ll, yang saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2017
yang lalu;
- Bahwa setahu saksi alm. Nurhidayan Dinata meninggal dunia
dirumah sakit di Aceh dan jenazahnya dibawa pulang kerumah orang
tuanya di Kelurahan Serapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten
Simalungun;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon Il dengan Pemohon Il
dikaruniai anak 3 (tiga) orang; sedangkan alm. Nurhidayan Dinata
adalah merupakan anak pertama dari tiga orang bersaudara;
- Bahwa alm. Nurhidayan Dinata telah menikah dengan Dini Wahyu
(Pemohon ) pada tanggal 16 Januari 2016, terdaftar di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa pernikahan alm. Nurhidayan Dinata dengan Pemohon |
(Dini Wahyu) belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon | dengan alm. H. Wanto
tidak pernah terjadi perceraian dan alm. Nurhidayan Dinata tidak ada

mempunyai istri lain selain Pemohon I;
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- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan ini adalah untuk
melengkapi surat-surat ahli waris yang sah dalam rangka untuk
pengambilan BPJS ketenaga kerjaan atas nama Nurhidayan Dinata dari
tempat alm. Nurhidayan Dinata bekerja serta untuk mengurus segala
hak dan kewajiban dari alm. Nurhidayan Dinata bin sapari;
2. umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada
pokoknya disimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | bernama Dini Wahyu, dan
alm. Nurhidayan Dinata, karena telah lama berteman dekat dari sejak
sebelum mereka menikabh;
- Bahwa Pemohon | dengan alm Nurhidayan Dinata adalah
pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2016 yang lalu,
namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon Il Sapari dan Pemohon Il adalah Ponisem,
adalah ayah dan ibu dari Alm. Nurhidayan Dinata, yang merupakan
mertua dari Pemohon | ;
- Bahwa Nurhidayan Dinata telah meninggal dunia pada tanggal 14
Desember 2017 yang lalu, dirumah sakit;
- Bahwa setahu saksi alm. Nurhidayan Dinata meninggal dunia
dirumah sakit dan jenazahnya dibawa pulang kerumah orang tuanya di
Kelurahan Serapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon | dengan alm. H. Wanto
tidak pernah terjadi perceraian dan alm. Nurhidayan Dinata tidak ada
mempunyai istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan ini adalah untuk
melengkapi surat-surat ahli waris yang sah dalam rangka untuk
pengambilan BPJS ketenaga kerjaan atas nama Nurhidayan Dinata dari
tempat alm. Nurhidayan Dinata bekerja serta untuk mengurus segala
hak dan kewajiban dari alm. Nurhidayan Dinata bin sapari, dan
mencukupkan keterangannya;
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Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti lain di persidangan,
melainkan dalam konklusinya para Pemohon mohon agar Majelis Hakim
menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya
telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini ditunjuk yang selengkapnya
sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara a quo yang
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti yang telah diuraikan pada dudukperkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut
untuk datang menghadap di persidangan sesuai maksud pasal 55 Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan
tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap
di persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan olehnya sendiri di persidangan serta telah menjelaskan
seperlunya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara
aquo;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap para Pemohon telah dilakukan
sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian
pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke
Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm.
Nurhidayan Dinata bin Sapari. sebagai isteri, ayah, dan ibu kandung dari alm
Nurhidayan Dinata yang masing-masing bernama Pemohon |, Pemohon Il dan
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Pemohon IIl, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 18
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan
ahli waris ini adalah untuk kepentingan melengkapi surat-surat ahli waris yang
sah dalam rangka untuk pengambilan BPJS ketenaga kerjaan atas nama
Nurhidayan Dinata dari tempat alm. Nurhidayan Dinata bekerja serta untuk
mengurus segala hak dan kewajiban dari alm. Nurhidayan Dinata bin sapari
ditempat ia bekerja;

Menimbang, bahwa Pemohon-Pemohon mengajukan permohonan
penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan alasan
bahwa pewaris (Alm. Nurhidayan Dinata bin Sapari) yang telah meninggal
dunia pada tanggal 14 Desember 2017 yang lalu karena sakit maka alasan
mana dapat dipertimbangkan karena alasan dan dalil-dalil permohonan
Pemohon-Pemohon telah sesuai dengan yang dimkasud dalam penjelasan
Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal
174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam , oleh karena itu Pemohon-
Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini
dan permohonan a-quo dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, s/d P.10 yang diajukan oleh
Pemohon adalah akta otentik dan materilnya sesuai dengan apa yang
didalilkan oleh Pemohon-Pemohon, karenanya secara formil dapat diterima
sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan
bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nurhidayan Dinata dan Dini
Wahyu adalah merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah menikah
pada tanggal 16 Januari 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan selama hayatnya belum pernah bercerai
dan bukti tersebut tidak terbantahkan, sehingga bukti terebut telah memenuhi
syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;
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Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut
menjelaskan bahwa Nurhidaya Dinata telah meninggal dunia pada tanggal 14
Desember 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bukti
tersebut tidak terbantahkan, sehingga bukti terebut telah memenuhi syarat
formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 adalah akta otentik, isi bukti
tersebut menerangkan bahwa Dini Wahyu adalah merupakan ahli waris dari
alm. Nurhidayan Dinata dan belum dikaruniai anak, dan bukti tersebut tidak
terbantahkan, sehingga bukti terebut telah memenuhi syarat formil dan materil
serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 adalah
merupakan bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Safari dan
Ponisem adalah pasangan suami isteri yang sah dan merupakan ayah kandung
dan ibu kandung dari Nurhidayan Dinata dan bukti tersebut tidak terbantahkan,
sehingga bukti terebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta
mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 dan P-10 merupakan akta otentik, isi bukti
tersebut menjelaskan pernyataan dan keterangan ahli waris telah memenuhi
ketentuan formil dan materil dan bukti tersenut telah memenuhi syarat formil
dan meteril serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh
Pemohon tersebut masing-masing bernama Sukarsib binti Warsono dan Wina
Kartika binti Arifian adalah sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga
memenuhi syarat formil sebagaimana diataur dalam pasal 145 HIR/pasal 172
R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh
para Pemohon di persidangan pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak
bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon-Pemohon, dimana
kedua saksi menyatakan bahwa Nurdiyan Dinata telah meninggal dunia pada
tanggal 14 Desember 2017 dengan meninggalkan ahli waris para Pemohon
(seorang istri, ayah kandung dan ibu kandung) dan selama hidupnya Nurdiyan
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Dinata tidak pernah bercerai dengan Pemohon | dan tidak ada istri yang lain
selain Pemohon I, dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa kedua orangtua (ayah dan ibu) dari Nurhidayan
Dinata sampai saat sekarang ini masih hidup;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon-
Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal
172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah
memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi
ketentuan formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung
persesuaian satu sama lain (mutual conformity), relevan dan sejalan dengan
dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui oleh
saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai
pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan
309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat
diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam
menjatuhkan penetapan ini;

Menimbang bahwa dari keterangan para Pemohon serta bukti-bukti
yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, majelis Hakim menemukan fakta
sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon-Pemohon, bukti
P-1 s/d P-10 serta keterangan saksi-saksi di persidangan , Majelis hakim telah
menemukan faka-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Nurhidayan Dinata bin Safari telah menikah sah dengan
Pemohon | pada tanggal 16 Januari 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah nomor 75/75/1/2016, tanggal 18-01-2016;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon | dengan alm. Nurhidayan Dinata
belum dikaruniai anak;

- Bahwa alm. Nurhidayan Dinata bin Sapari telah meninggal dunia pada
tanggal 14 Desember 2017 karena sakit dalam keadaan beragama Islam
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dan Pemohon | merupakan satu-satunya istri dari alm. Nurhidayan Dinata

bin Sapari;

- Bahwa kedua orangtua (ayah dan ibu) dari Nurhidayan Dinata bin Sapari

yang bernama Pemohon Il dan Pemohon Il (Pemohon Il dan Pemaohon 111)

masih hidup;

- Bahwa dengan demikian alm. Nurhidayan Dinata bin Sapari

meninggalkan ahli waris: 1. Pemohon |, sebagai Isteri (Pemohon I). 2.

Pemohon Il, sebagai ayah kandung (Pemohon l11); 3. Pemohon lll, sebagai

ibu kandung, (Pemohon III);

- Bahwa, alm. Nurhidayan Dinata bin Sapari semasa hidupnya bekerja di

PT. Suryamadistrindo Kabanjahe;

- Bahwa, penetapan ahli waris ini diperlukan melengkapi surat-surat ahli

waris yang sah dalam rangka untuk pengambilan BPJS ketenaga kerjaan

atas nama Nurhidayan Dinata dari tempat alm. Nurhidayan Dinata bekerja

serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari alm. Nurhidayan

Dinata bin sapari;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa-siapa yang menjadi

ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu merumuskan dan menentukan siapa

yang menjadi pewaris dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pewaris adalah : orang yang
pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan

pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah orang yang
pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan
perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena
hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang penentuan tentang siapa-siapa
yang menjadi ahli waris diuraikan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam
tahun 1991, yaitu sebagai berikut :
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Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
a. Menurut hubungan darah :
. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki,
saudara laki-laki, paman dan kakek
o Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan,
saudara perempuan dan nenek;
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
Ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan
hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas,
telah jelas bahwa penentuan seseorang untuk menjadi ahli waris adalah karena
adanya hubungan kekerabatan/pertalian darah dan hubungan perkawinan
dengan pewaris, oleh karena itu anak kandung baik laki-laki maupun
perempuan menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas Majlis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon-Pemohon telah
terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-
undang No. 7 tahun 1987 jo. Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas maka
Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon-Pemohon telah sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak melawan hak, oleh karena

itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 segala biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang
jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku serta kaedah syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;
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MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nurhidayan Dinata bin Sapari telah meninggal dunia

pada tanggal 14 Desember 2017 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Nurhidayan Dinata bin Sapari
yang sah adalah:
a. Pemohon I, sebagai Isteri (Pemohon I);
b. Pemohon ll, sebagai ayah kandung (Pemohon II);
c. Pemohon lll, sebagai ibu kandung, (Pemohon I);
4, Menyatakan penetapan ahli waris ini diperlukan melengkapi surat-
surat ahli waris yang sah dalam rangka untuk pengambilan BPJS
ketenaga kerjaan atas nama Nurhidayan Dinata dari tempat alm.
Nurhidayan Dinata bekerja serta untuk mengurus segala hak dan
kewajiban dari alm. Nurhidayan Dinata bin sapari;
5. Membebankan kepada Pemohon-Pemohon untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp. 641.000.00,-(Enam ratus empat puluh satu
ribu rupiah);
Demikian ditetapkan dalam rapat musyawah Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 07 Nopember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29
Syafar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin. sebagai Ketua Majelis
Drs. Syahminan Lubis. SH. dan Drs. H. ElImunif . masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14
Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1440
Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu Hj. Sri Handayani.
S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. Ridwan Arifin .
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Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Syahminan Lubis. SH Drs. H. EImunif .

Panitera Pengganti

Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH .

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.00
2. Biaya proses Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat Rp.550.000.00
4. Biaya redaksi Rp. 5.000.00
5. Meterai Rp. 6.000.00
Jumlah Rp. 641.000.00

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
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